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Mahkamah Syar`iyah adalah lembaga Peradilan Syari'at Islam di 

Nanggroe Aceh Darussalam sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang 

diresmikan pada tanggal 4 Maret 2003 M/1 Muharram 1424 H sesuai dengan 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Keppres Nomor 11 Tahun 2003 dan 

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002. 

Adapun kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar`iyah dan 

Mahkamah Syar`iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah 

Syar’iyah dan Mahkamah Syar`iyah Provinsi ditambah dengan kekuasaan dan 

kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang 

ibadah dan syi`ar Islam yang ditetapkan dalam Qanun. 

Kekuasaan dan Kewenangan Mahkamah Syar’iyah, sesuai dengan 

Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 

perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama 

Islam di bidang: 

a. perkawinan; 

b. waris; 

c. wasiat; 

d. hibah; 

e. wakaf; 

f. zakat; 

g. infaq; 

h. shadaqah; dan 

i. ekonomi syari'ah. 

Adapun yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan 

atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara 

lain meliputi : 

B A B    II 
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a) Bank Syari'ah; 

b) Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah; 

c) Asuransi Syari'ah;  

d) Reasuransi Syari'ah; 

e) Reksa Dana Syari'ah; 

f) Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah; 

g) Sekuritas Syari'ah; 

h) Pembiayaan Syari'ah; 

i) Pegadaian Syari'ah; 

j) Dana pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah; dan 

k) Bisnis Syari'ah. 

Dalam melaksanakan amanat dari Pasal 25 Undang-undang Nomor 

18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 

Tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar`iyah 

untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada 

tingkat pertama dalam bidang: 

a. Al-Ahwal al-Syakhshiyah; 

b. Mu'amalah; 

c. Jinayah. 

Kekuasaan dan kewenangan tersebut akan dilaksanakan secara 

bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber 

daya manusia dalam kerangka sistem Peradilan Nasional. Lahirnya Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak merubah 

status dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Namun demikian 

Undang-undang tersebut mengamanatkan pula untuk membentuk Qanun 

tentang Hukum Acara bagi Mahkamah Syar'iyah di Aceh, baik Hukum 

Acara Perdata Islam maupun Hukum Acara Jinayah Islam. 

Pembentukan Mahkamah Syar’iyah di Aceh tidak terlepas dari politik 

hukum yang terbangun pasca reformasi. Dimana salah satu cita-cita 

reformasi adalah penegakan supremasi hukum di segala bidang. Selain itu 

juga, pembentukan lembaga baru dalam kekuasaan kehakiman diharapkan 

mampu menjadikan sistem peradilan Indonesia bersih dan berwibawa. 

Keberadaan Mahkamah Syar’iyah pada awalnya ditetapkan dengan 
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diberlakukannya Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari’at 

Islam, dimana dalam Pasal 2 Qanun tersebut ditegaskan bahwa: 

(1) Mahkamah Syar'iyah adalah Lembaga Peradilan yang dibentuk 

dengan Qanun ini serta melaksanakan Syariat Islam dalam wilayah 

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 

(2) Dalam melaksanakan kewenangannya Mahkamah Syar'iyah bebas 

dari pengaruh pihak manapun. 

(3) Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan pengembangan dari Mahkamah Syar’iyah yang telah ada.  

Menurut dari pasal di atas bahwa Mahkamah Syar’iyah merupakan 

pengembangan Pengadilan Agama, yang berarti setiap Pengadilan Agama 

yang ada dalam wilayah Aceh dirubah namanya menjadi Mahkamah 

Syar’iyah. Perubahan nama tersebut merupakan konsekuensi dari 

penerapan syari’at islam di Aceh, sehingga dibutuhkan sebuah institusi 

peradilan yang berwenang dalam menjaga ketentuan syari’at Islam. 

Perubahan Pengadilan Agama di Nanggroe Aceh Darussalam menjadi 

Mahkamah Syar’iyah dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah 

Syar’iyah Provinsi telah dikuatkan dengan Keppres Nomor 11 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah Provinsi di Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 

11 Tahun 2003 tersebut menetapkan bahwa Peradilan Syari’at Islam di Aceh 

akan dijalankan oleh sebuah lembaga dalam hal ini Mahkamah Syar’iyah. 

Dalam melaksanakan kewenangannya, Mahkamah Syar’iyah akan 

melaksanakan kewenangan yang dulunya dilaksanakan oleh Pengadilan 

Agama, dengan demikian perkara yang dulunya diselesaikan oleh 

Pengadilan Agama, sekarang menjadi kewenangan Mahkamah Syar’iyah. 

Sebagai upaya menentukan arah politik hukum sebagaimana 

digariskan oleh GBHN tahun 1999-2004, maka dengan keluarnya Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, untuk wilayah 

Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah 

dideklarasikan adanya Peradilan Syari’at Islam sebagai bagian dari sistem 

Peradilan Nasional yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah yang bebas 

dari pengaruh pihak manapun (Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 

11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh).  
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Pengakuan pemberian kewenangan kepada Mahkamah Syar’iyah 

untuk menjalankan syariat Islam juga diatur dalam Pasal 128 ayat (2) 

Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang 

menyebutkan: “Mahkamah Syar’iyah merupakan pengadilan bagi setiap 

orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.” Adapun tugas dan fungsi 

dari Mahkamah Syar’iyah meliputi tugas dan fungsi di bidang yustisial dan 

bidang non yustisial. 

Di bidang yustisial Mahkamah Syar’iyah mempunyai tugas untuk 

menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara antar orang Islam di 

bidang al-ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), mu’amalah (perdata) dan 

jinayah (pidana), Pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan 

Syariat Islam. Perkara bidang al-ahwal al-syakhshiyah meliputi masalah 

perkawinan, kewarisan dan wasiat. Bidang mu’amalah antaranya meliputi 

masalah jual beli, utang-piutang, qiradh (permodalan), bagi hasil, pinjam 

meminjam, perkongsian, wakilah, penyitaan, gadai, sewa menyewa dan 

perburuhan. 

Untuk perkara jinayah termasuk perbuatan yang dapat diancam 

dengan jenis hukuman hudud, qishas, dan ta’zir. Di bidang jinayah kita 

telah mempunyai tiga Qanun jinayah yaitu: 

1. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang hukum acara. 

2. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hokum Jinayah. 

Pasal 3 ayat (1) UU No 11 Tahun 2003 menyebutkan: “Kekuasaan 

dan kewenangan Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah Propinsi 

adalah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah 

Syar’iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, ditambah dengan kekuasaan 

dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam 

ibadah dan syiar Islam yang ditetapkan dalam Qanun”. Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pelimpahan sebagian 

Kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar’iyah di Propinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: KMA/070/SK/X/2004 mengatur 

melimpahkan sebagian kewenangan Peradilan Umum kepada Mahkamah 

Syar’iyah dalam perkara-perkara mu’amalat dan jinayah yang ditetapkan 

dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.  
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Dalam ketentuan Pasal 15 Ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa: 

Peradilan Syari’ah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darrussalam 

merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama 

sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan 

merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum 

sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum. 

Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang -Undang Nomor 7 

tahun 1989, disebutkan Susunan Mahkamah Syar’iyah terdiri dari 

Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera/Sekretaris dan Jurusita, sedangkan 

dalam pasal 9 ayat (2) dijelaskan bahwa susunan Mahkamah Syar’iyah 

Simpang Tiga Redelong terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera dan 

Sekretaris, sedangkan di dalam pasal 10 ayat (2) menyebutkan Pimpinan 

Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong terdiri dari seorang Ketua dan 

seorang Wakil Ketua. Dalam Pasal 26 ayat (3) disebutkan bahwa dalam 

melaksanakan tugasnya Panitera Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga 

Redelong dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa Panitera Muda, dan 

beberapa orang Panitera Pengganti. Dalam ketentuan pasal 44 Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 44 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009 yakni Panitera Pengadilan tidak merangkap Sekretaris Pengadilan. 

Namun ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 

tersebut, baru bisa diimplementasikan pada tahun 2016 menyusul telah 

dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan  Kesekretariatan 

Peradilan dan sejak awal tahun 2016, jabatan Sekretaris tidak lagi 

merangkap dengan Panitera. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris 

dibantu oleh beberapa orang Kasubbag, sehingga susunan organisasi dan 

tatakerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Mahkamah Syar’iyah Simpang 

Tiga Redelong seperti tergambar berikut ini : 
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KETUA 
DRS. KAMARUDDIN ABDULLAH 

WAKIL KETUA 
 H A K I M  

 
WIN SYUHADA, S.Ag, S.H., M. CL. 

ERTIKA URIE, S.HI., M.HI. 
 

PANITERA 
SUKNA, S.Ag 

SEKRETARIS 
TRI SUSELA, S.H. 

 

KASUBBAG. 
UMUM DAN KEUANGAN 

 
 

................... 

KASUBBAG. 
KEPEGAWAIAN & ORTALA 

 
 
 

EKA SUSILAWATI, S.E 

KASUBBAG. 
PERENCANAAN, TI & PELAPORAN 

 
 
 

M. ADLIKA IKHWAN NASUTION, S.HI 

PANITERA PENGGANTI 
 
 
 

......................... 

JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI 
 
 

S A B R I  
T. ZULHABIBI 

PANITERA MUDA 
GUGATAN 

 
 

................... 

PANITERA MUDA 
PERMOHONAN 

 
 

HIDAYATUL HADI, S.H 

PANITERA MUDA 
HUKUM 

 
 

AGUS HARDIANSYAH, S.H 

PANITERA MUDA 
JINAYAT 

 
 

................ 
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A. STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) 

Standard Operating Procedure adalah prosedur standar 

operasional yang menjadi pedoman atau acuan untuk melaksanakan 

tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instasi 

pemerintah berdasarkan indikator indikator teknis, administrasif dan 

prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja 

pada unit kerja Mahkamah Syar’iyah. 

Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur bertujuan untuk 

menciptakan komitment mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan 

kerja Mahkamah Syar’iyah di wilayah Mahkamah Syar’iyah Simpang 

Tiga Redelong untuk mewujudkan good governance. 

Standar Operasional Prosedur Mahkamah Syar’iyah Simpang 

Tiga Redelong yang menjabarkan dan menguraikan jumlah SOP yang 

dimiliki oleh Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong yang 

mempunyai fungsi untuk : 

- Memberikan kepastian dan keseragaman dalam proses pelaksanaan 

suatu tugas dan pemberian pelayanan kepada masyarakat; 

- Menunjang kelancaran dalam proses pelaksanaan suatu tugas; 

- Mempertegas tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas bagi seluruh 

aparatur Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong ; 

- Meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan dalam 

melaksanakan tugas ; 

- Memberikan informasi mengenai pelaksanaan tugas yang dilakukan 

oleh aparatur Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong secara 

proporsional. 

Secara umum, SOP merupakan gambaran langkah-langkah kerja 

(sistem, mekanisme dan tata kerja internal) yang diperlukan dalam 

pelaksanaan suatu tugas untuk mencapai visi dan misi dari Mahkamah 

Syar’iyah Simpang Tiga Redelong pada khususnya dan Mahkamah 

Agung pada umumnya. SOP sebagai suatu dokumen/instrumen memuat 

tentang proses dan prosedur suatu kegiatan yang bersifat efektif dan 

efisisen berdasarkan suatu standar yang sudah baku. Pengembangan 

instrumen manajemen tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa 
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proses pelayanan Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong dapat 

terkendali dan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Standar Operasional Prosedur yang berlaku pada Mahkamah 

Syar’iyah Simpang Tiga Redelong dibagi menjadi 2 bagian yaitu : teknis 

dan non teknis, dengan uraian Standard Operating Procedure (SOP) 

Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong sebagai berikut : 

No Satker 

Jumlah SOP 

Jumlah 
Teknis Non Teknis 

1 2 3 4 5 

1 Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong 84 29 111 

 

Adapun Standar Operasional Prosedur yang telah dilaksanakan 

pada Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong sebanyak 84 buah 

untuk SOP Teknis dan 29 buah SOP Non Teknis serta pejabat yang 

bertanggung jawab terdiri dari : 

➢ SOP Teknis 

1. SOP Pelayanan Informasi Berbasis TI; 

2. SOP Layanan Pos Bantuan Hukum; 

3. SOP Layanan Sidang Diluar Gedung; 

4. SOP Penerimaan Perkara; 

5. SOP Pembayaran Panjar Biaya Perkara; 

6. SOP Layanan Sidang Terpadu; 

7. SOP Penetapan Majelis Hakim; 

8. SOP Penunjukan Panitera Pengganti; 

9. SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti; 

10. SOP Penetapan Hari Sidang; 

11. SOP Pemanggilan Para Pihak; 

12. SOP Panggilan Tergugat/Termohon yang tidak diketahui tempat 

tinggalnya untuk perkara perkawinan; 

13. SOP Panggilan Tergugat/Termohon yang tidak diketahui tempat 

tinggalnya untuk selain perkara perkawinan; 

14. SOP panggilan Tergugat/Termohon yang berada di luar negeri; 
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15. SOP permohonan bantuan panggilan/pemberitahuan ke PA/MS lain; 

16. SOP permohonan bantuan panggilan/pemberitahuan dari PA/MS lain; 

17. SOP Kegiatan persidangan; 

18. SOP Layanan Mediasi; 

19. SOP Layanan Pemanggilan Saksi; 

20. SOP Layanan Mohon Bantuan pemeriksaan saksi ke PA/MS Lain; 

21. SOP Layanan Mohon Bantuan pemeriksaan saksi dari PA/MS Lain; 

22. SOP Pelayanan Pemeriksaan Setempat; 

23. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat dari PA/MS Lain; 

24. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke PA/MS Lain; 

25. SOP Pelayanan tambah biaya panjar; 

26. SOP Pelayanan sita jaminan; 

27. SOP Pelayanan Sita Buntut; 

28. SOP Pelayanan Sita Harta Bersama; 

29. SOP Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan; 

30. SOP Pengelolaan Uang Sisa Panjar; 

31. SOP Penyampaian Salinan Putusan; 

32. SOP Pengembalian Kutipan Akta Nikah; 

33. SOP Pelayanan Ikrar Talak; 

34. SOP Pelayanan Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai; 

35. SOP Pengiriman Petikan Salinan Putusan Kepada ke KUA dan 

Disdukcapil; 

36. SOP Pelayanan Permintaan Produk Pengadilan; 

37. SOP Tata cara Penyelesaian gugatan sederhana oleh Hakim Tunggal; 

38. SOP Pelayanan penerimaan perkara dalam ekonomi syariah dengan 

acara sederhana tidak memenuhi syarat; 

39. SOP Pelayanan upaya Hukum keberatan dalam perkara ekonomi 

syari’ah dengan acara sederhana; 

40. SOP Pelayanan upaya Hukum keberatan dalam perkara ekonomi 

syari’ah dengan acara sederhana yang memenuhi batas waktu; 

41. SOP Pelayanan Banding; 

42. SOP Pelayanan Kasasi; 

43. SOP Pelayanan Kasasi  Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan 

Alasan Melebihi Batas waktu; 
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44. SOP Pelayanan Kasasi  Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan 

Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi; 

45. SOP Pelayanan Peninjauan Kembali; 

46. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Pertama; 

47. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Banding; 

48. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Kasasi; 

49. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama; 

50. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding; 

51. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi; 

52. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil; 

53. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang; 

54. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan PA/MS 

dengan Lelang; 

55. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi ke PA/MS Lain; 

56. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi dari PA/MS Lain; 

57. SOP Pelayanan Permohonan Konsinyasi; 

58. SOP Pelayanan Permohonan Itsbat Rukyat Hilal; 

59. SOP Pengarsipan; 

60. SOP Pelaporan Perkara; 

61. SOP Prosedur Pengaduan; 

62. SOP Pelayanan Permohonan Perceraian dari PNS, TNI dan Polri; 

63. SOP Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus; 

64. SOP Pelayanan Permohonan Itsbat Nikah Voluntair; 

65. SOP Pengelolaan ATK Perkara; 

66. SOP Pengelolaan Keuangan Perkara; 

67. SOP Pengelolaan Sisa Panjar; 

68. SOP Penerimaan Perkara Jinayat; 

69. SOP Penetapan Majelis Hakim perkara Jinayat; 

70. SOP Penetapan Panitera Pengganti perkara Jinayat; 

71. SOP Penetapan Hari Sidang perkara Jinayat; 

72. SOP Layanan Pemberitahuan persidangan kepada Jaksa; 

73. SOP Kegiatan Persidangan Perkara Jinayat; 

74. SOP Diversi; 

75. SOP Kesepakatan Diversi; 



Laporan Tahunan 
Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong 2018 

 

     
19 BAB II  STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) 

 

76. SOP Penanganan Laporan Diversi; 

77. SOP Proses Penahanan; 

78. SOP Perpanjangan Penahanan; 

79. SOP Penangguhan Penahanan; 

80. SOP Permohonan Banding perkara Jinayat; 

81. SOP Permohonan Kasasi perkara Jinayat; 

82. SOP Permohonan Peninjauan Kembali (PK) perkara Jinayat; 

83. SOP Hakim Pengawas Bidang; 

84. SOP Hakim Pengawas dan Pengamat; 

➢ SOP Non Teknis : 

1. SOP Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi Penyampaian Peran dan 

Tanggungjawab; 

2. SOP Pengembangan Pegawai; 

3. SOP Izin Belajar dan Tugas Belajar; 

4. SOP Pengelolaan Data Pegawai; 

5. SOP Pengelolaan Kartu Pegawai, Pensiun, BPJS dan Karis/Karsu; 

6. SOP Pengelolaan Absensi Pegawai; 

7. SOP Pengajuan Cuti Pegawai; 

8. SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis dan Non Teknis; 

9. SOP Kenaikan Gaji Berkala; 

10. SOP Pengelolaan Izin Perkawinan dan Izin Perceraian Bagi Pegawai; 

11. SOP Pengelolaan Pensiun Pegawai; 

12. SOP Pemberian nilai kepada pegawai dan pendelegasian wewenang; 

13. SOP Pemberian penghargaan kepada pegawai; 

14. SOP Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Pegawai dan Pejabat Negara; 

15. SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas; 

16. SOP Pengarsipan Naskah Dinas; 

17. SOP Penatausahaan Aset; 

18. SOP Penatausahaan Persediaan; 

19. SOP Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan; 

20. SOP Pelaksanaan Kehumasan dan Keprotokolan; 

21. SOP Pengelolaan Perpustakaan; 

22. SOP Pencairan Anggaran; 
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23. SOP Pertanggungjawaban Anggaran; 

24. SOP Penatausahaan PNBP; 

25. SOP Penyusunan Laporan Keuangan; 

26. SOP Penyusunan Rencana Program dan Anggaran; 

27. SOP Penyusunan SAKIP; 

28. SOP Penyusunan Laporan e-monev Bappenas dan Laporan Tahunan; 

29. SOP Pengelolaan TI; 

No Unit Kerja Jumlah Terdiri Dari Keterangan 

 Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong 

I Teknis 

1 Ketua 11 1. SOP Layanan Sidang Terpadu; 

2. SOP Penetapan Majelis Hakim; 

3. SOP Penetapan Hari Sidang; 

4. SOP Layanan Mediasi; 

5. SOP Pelayanan Permohonan 
Eksekusi Riil; 

6. SOP Pelayanan Permohonan 

Eksekusi Pembayaran Se-

jumlah Uang; 

7. SOP Pelayanan Permohonan 
Eksekusi Selain Putusan PA 

dengan Lelang; 

8. SOP Pelayanan Mohon Ban-

tuan Eksekusi ke PA lain; 

9. SOP Pelayanan Mohon Ban-

tuan Eksekusi dari PA lain; 
10. SOP Pelayanan Permohonan 

Itsbat Rukyat Hilal; 

11. SOP Penetapan Majelis Hakim 

perkara Jinayat; 

 

2 Wakil Ketua 8 1. SOP Pelayanan Informasi Ber-

basis TI; 

2. SOP Layanan Sidang Di luar 

Gedung; 

3. SOP Layanan Sidang Terpadu; 
4. SOP Penetapan Hari Sidang; 

5. SOP Layanan Mediasi; 

6. SOP Pelayanan Permohonan 

Itsbat Rukyat Hilal; 

7. SOP Hakim Pengawas Bidang; 

8. SOP Hakim Pengawas dan 
Pengamat; 

 

3 Hakim 9 1. SOP Penetapan Hari Sidang; 

2. SOP Kegiatan Persidangan; 

3. SOP Layanan Mediasi; 

4. SOP Pelayanan Pemeriksaan 

Setempat; 
5. SOP Tata cara Penyelesaian 

Gugatan Sederhana oleh 

Hakim Tunggal; 

6. SOP Pelayanan Permohonan 

Itsbat Rukyat Hilal; 

7. SOP Penetapan Hari Sidang 
perkara Jinayat; 

 



Laporan Tahunan 
Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong 2018 

 

     
21 BAB II  STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) 

 

8. SOP Hakim Pengawas Bidang; 

9. SOP Hakim Pengawas dan 

Pengamat; 

4 Panitera 32 1. SOP Layanan Pos Bantuan 

Hukum; 
2. SOP Layanan Sidang Di luar 

Gedung; 

3. SOP Penerimaan Perkara; 

4. SOP Pembayaran Panjar Biaya 

Perkara; 
5. SOP Layanan Sidang Terpadu; 

6. SOP Penunjukan PP sidang; 

7. SOP Penunjukan JS/JSP; 

8. SOP Layanan Mohon Bantuan 

Pemeriksaan Saksi ke PA lain; 

9. SOP Layanan Mohon Bantuan 
Pemeriksaan Saksi dari PA lain; 

10. SOP Pelayanan Pemeriksaan 

Setempat; 

11. SOP Pelayanan Mohon Ban-

tuan Pemeriksaan Setempat 
dari PA lain; 

12. SOP Pelayanan Mohon Ban-

tuan Pemeriksaan Setempat ke 

PA lain; 

13. SOP Pelayanan Tambah Biaya 

Panjar; 
14. SOP Pelayanan Sita Jaminan; 

15. SOP Pelayanan Sita Buntut; 

16. SOP Pelayanan Sita Harta 

Bersama; 

17. SOP Pelayanan Pemberitahuan 
Isi Putusan; 

18. SOP Pengelolaan Uang Sisa 

Panjar; 

19. SOP Penyampaian Salinan 

Putusan; 

20. SOP Pelayanan Penerimaan 
perkara dalam ekonomi syariah 

dengan  acara sederhana tidak 

memenuhi syarat; 

21. SOP Pelaynan Upaya Hukum 

keberatan dalam perkara 
ekonomi syari’ah dengan acara 

sederhana; 

22. SOP Pelayanan upaya Hukum 

keberatan dalam perkara 

ekonomi syari’ah dengan acara 

sederhana yang memenuhi 
batas waktu; 

23. SOP Pelayanan Permohonan 

Eksekusi Riil; 

24. SOP Pelayanan Permohonan 

Eksekusi Pembayaran Se-
jumlah Uang; 

25. SOP Pelayanan Permohonan 

Eksekusi Selain Putusan PA 

dengan Lelang; 

26. SOP Pelayanan Mohon Ban-

tuan Eksekusi ke PA lain; 
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27. SOP Pelayanan Mohon Ban-

tuan Eksekusi dari PA lain; 

28. SOP Pelayanan Permohonan 

Konsinyasi; 
29. SOP Pengelolaan ATK Perkara; 

30. SOP Pengelolaan Keuangan 

Perkara; 

31. SOP Pengelolaan Sisa Panjar; 

32. SOP Penetapan PP sidang 
perkara Jinayat; 

5 Panitera Muda Gugatan 11 1. SOP Pelayanan Penerbitan dan 

Penyerahan Akta Cerai; 

2. SOP Pelayanan Prodeo pada 

Tingkat Pertama; 

3. SOP Pelayanan Prodeo pada 

Tingkat Banding; 
4. SOP Pelayanan Prodeo pada 

Tingkat Kasasi; 

5. SOP Pelayanan Pembebasan 

Biaya Perkara Tingkat Pertama; 

6. SOP Pelayanan Pembebasan 
Biaya Perkara Tingkat Banding; 

7. SOP Pelayanan Pembebasan 

Biaya Perkara Tingkat Kasasi; 

8. SOP Pelaporan Perkara; 

9. SOP Pelayanan Permohonan 

Perceraian dari PNS, TNI dan 
Polri; 

10. SOP Pelayanan Permohonan 

Pendaftaran Surat Kuasa 

Khusus; 

11. SOP Pengelolaan ATK Perkara; 

 

6 Panitera Muda Permohonan 2 1. SOP Pelaporan Perkara; 
2. SOP Pelayanan Permohonan 

Itsbat Nikah Voluntair; 

 

7 Panitera Muda Hukum 12 1. SOP Pengembalian Kutipan 

Akta Nikah; 

2. SOP Pelayanan Ikrar Talak; 

3. SOP Pengiriman Petikan Sali-

nan Putusan Ke KUA dan 
Disdukcapil; 

4. SOP Pelayanan Permintaan 

Produk Pengadilan; 

5. SOP Pelayanan Banding; 

6. SOP Pelayanan Kasasi; 
7. SOP Pelayanan Kasasi yang 

tidak memenuhi syarat Formal 

dengan alasan Melebihi Batas 

Waktu; 

8. SOP Pelayanan Kasasi yang 

tidak memenuhi syarat Formal 
dengan alasan Tidak meng-

ajukan Memori Kasasi; 

9. SOP Pelayanan Peninjauan 

Kembali; 

10. SOP Pengarsipan; 
11. SOP Pelaporan Perkara; 

12. SOP Prosedur Pengaduan; 

 

8 Panitera Muda Jinayat 13 1. SOP Pelaporan Perkara; 

2. SOP Penerimaan Perkara 
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Jinayat; 

3. SOP Layanan Pemberitahuan 

persidangan kepada Jaksa; 

4. SOP Kegiatan Persidangan 
Perkara Jinayat; 

5. SOP Diversi; 

6. SOP Kesepakatan Diversi; 

7. SOP Penanganan Laporan 

Diversi; 
8. SOP Proses Penahanan; 

9. SOP Perpanjangan Penahanan; 

10. SOP Penangguhan Penahanan; 

11. SOP Permohonan Banding 

Jinayat; 

12. SOP Permohonan Kasasi 
Jinayat; 

13. SOP Permohonan PK Jinayat; 

9 Jurusita/Jurusita Pengganti 17 1. SOP Pemanggilan Para Pihak; 

2. SOP Panggilan Tergugat/ 

Termohon yang tidak diketahui 

tempat tinggalnya untuk 
perkara perkawinan; 

3. SOP Panggilan Tergugat/ 

Termohon yang tidak diketahui 

tempat tinggalnya untuk selain 

perkara perkawinan; 

4. SOP Panggilan Tergugat/ 
Termohon yang berada diluar 

negeri; 

5. SOP Permohonan bantuan 

panggilan/pemberitahuan ke 

PA lain; 
6. SOP Permohonan bantuan 

Panggilan/Pemberitahuan dari 

PA lain; 

7. SOP Layanan Pemanggilan 

Saksi; 

8. SOP Pelayanan Sita Jaminan; 
9. SOP Pelayanan Sita Buntut; 

10. SOP Pelayanan Sita Harta 

Bersama; 

11. SOP Pelayanan Pemberitahuan 

Isi Putusan; 
12. SOP Penyampaian Salinan 

Putusan; 

13. SOP Pelayanan Permohonan 

Eksekusi Riil; 

14. SOP Pelayanan Permohonan 

Eksekusi Pembayaran Se-
jumlah Uang; 

15. SOP Pelayanan Permohonan 

Eksekusi Selain Putusan PA 

dengan Lelang; 

16. SOP Pelayanan Mohon 
Bantuan Eksekusi ke PA lain; 

17. SOP Pelayanan Mohon 

Bantuan Eksekusi dari PA lain; 

 

II Non Teknis 

1 Sekretaris 29 1. SOP Pelaksanaan Orientasi dan 

Sosialisasi Penyampaian Peran 
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dan Tanggungjawab; 

2. SOP Pengembangan Pegawai; 

3. SOP Izin Belajar dan Tugas 

Belajar; 
4. SOP Pengelolaan Data Pegawai; 

5. SOP Pengelolaan Kartu 

Pegawai, Pensiun, BPJS dan 

Karis/Karsu; 

6. SOP Pengelolaan Absensi 
Pegawai; 

7. SOP Pengajuan Cuti Pegawai; 

8. SOP Pengelolaan Kenaikan 

Pangkat Tenaga Teknis dan 

Non Teknis; 

9. SOP Kenaikan Gaji Berkala; 
10. SOP Pengelolaan Izin Per-

kawinan dan Izin Perceraian 

bagi PNS; 

11. SOP Pengelolaan Pensiun PNS; 

12. SOP Pemberian nilai kepada 
pegawai dan pendelegasian 

wewenang; 

13. SOP Pemberian penghargaan 

kepada pegawai; 

14. SOP Penyusunan Laporan 

Harta Kekayaan Pegawai dan 
Pejabat Negara; 

15. SOP Pengelolaan Tata Naskah 

Dinas; 

16. SOP Pengarsipan Naskah 

Dinas; 
17. SOP Penatausahaan Aset; 

18. SOP Penatausahaan Barang 

Persediaan; 

19. SOP Pemeliharaan Lingkungan 

dan Keamanan; 

20. SOP Pelaksanaan Kehumasan 
dan Keprotokolan; 

21. SOP Pengelolaan Perpus-

takaan; 

22. SOP Pencairan Anggaran; 

23. SOP Pertanggungjawaban Ang-
garan; 

24. SOP Penatausahaan PNBP; 

25. SOP Penyusunan Laporan 

Keuangan; 

26. SOP Penyusunan Rencana 

Program dan Anggaran; 
27. SOP Penyusunan SAKIP; 

28. SOP Penyusunan Laporan e-

monev Bappenas dan Laporan 

Tahunan; 

29. SOP Pengelolaan TI; 

2 Kasubbag Umum dan 
Keuangan 

11 1. SOP Pengelolaan Tata Naskah 
Dinas; 

2. SOP Pengarsipan Naskah 

Dinas; 

3. SOP Penatausahaan Aset; 

4. SOP Penatausahaan Barang 

Persediaan; 
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5. SOP Pemeliharaan Lingkungan 

dan Keamanan; 

6. SOP Pelaksanaan Kehumasan 

dan Keprotokolan; 
7. SOP Pengelolaan Perpus-

takaan; 

8. SOP Pencairan Anggaran; 

9. SOP Pertanggungjawaban Ang-

garan; 
10. SOP Penatausahaan PNBP; 

11. SOP Penyusunan Laporan 

Keuangan; 

3 Kasubbag Kepegawaian, 

Organisasi dan Tata Laksana 

14 1. SOP Pelaksanaan Orientasi dan 

Sosialisasi Penyampaian Peran 

dan Tanggungjawab; 

2. SOP Pengembangan Pegawai; 
3. SOP Izin Belajar dan Tugas 

Belajar; 

4. SOP Pengelolaan Data Pegawai; 

5. SOP Pengelolaan Kartu 

Pegawai, Pensiun, BPJS dan 
Karis/Karsu; 

6. SOP Pengelolaan Absensi 

Pegawai; 

7. SOP Pengajuan Cuti Pegawai; 

8. SOP Pengelolaan Kenaikan 

Pangkat Tenaga Teknis dan 
Non Teknis; 

9. SOP Kenaikan Gaji Berkala; 

10. SOP Pengelolaan Izin 

Perkawinan dan Izin Perceraian 

Bagi PNS; 
11. SOP Pengelolaan Pensiun PNS; 

12. SOP Pemberian nilai kepada 

pegawai dan pendelegasian 

wewenang; 

13. SOP Pemberian penghargaan 

kepada pegawai; 
14. SOP Penyusunan Laporan 

Harta Kekayaan Pegawai dan 

Pejabat Negara; 

 

4 Kasubbag Perencanaan, IT 

dan Pelaporan 

4 1. SOP Penyusunan Rencana 

Program dan Anggaran; 

2. SOP Penyusunan SAKIP; 
3. SOP Penyusunan Laporan e-

monev Bappenas dan Laporan 

Tahunan; 

4. SOP Pengelolaan TI; 
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B. SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian 

Prestasi Kerja Pegawai telah mengamanatkan bahwa Penilaian Prestasi Kerja 

Pegawai harus dilaksanakan dengan suatu mekanisme yang disebut dengan 

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 

Januari 2014. Dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 

2011, maka Penilaian Kinerja Pegawai menjadi lebih obyektif, terukur, 

akuntabel dan partisipatif serta transparan. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, maka 

seluruh Hakim dan Aparatur Sipil Negara pada Mahkamah Syar’iyah 

Simpang Tiga Redelong telah menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada 

bulan Januari 2018. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) meliputi Rencana Kerja 

yang berisi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Tugas Jabatan ASN 

dan Target yang terbagi atas 4 (empat) kelompok, yaitu kuantitas (output), 

kualitas (mutu), waktu, serta biaya (Rp). Penilaian terhadap SKP 

dilaksanakan pada akhir bulan Desember oleh atasan langsung masing-

masing Hakim dan ASN. 

Sasaran Kinerja Pegawai Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong 

dibuat yang memuat Uraian Sasaran Kinerja Pegawai mulai dari Ketua hingga 

Fungsional Umum dengan rincian sebagai berikut : 

1. SKP Ketua 1 buah; 

2. SKP Wakil Ketua 0 buah; 

3. SKP Hakim 2 buah; 

4. SKP Panitera 1 buah; 

5. SKP Sekretaris 1 buah; 

6. SKP Panitera Muda 2 buah; 

7. SKP Jurusita/Jurusita Pengganti 2 buah; 

8. SKP Kepala Sub Bagian 2 buah; 

9. SKP CPNS/Cakim 2 buah; 

No Sasaran Kerja Pegawai 
Jumlah Kegiatan  

Tahun 2018 
Keterangan 

 Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong 

1 Ketua 37  

2 Wakil Ketua -  

3 Hakim C1 13  
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4 Hakim C2 13  

5 Hakim C3 -  

6 Hakim C4 -  

7 Panitera 10  

8 Panitera Muda Gugatan -  

9 Panitera Muda Permohonan 9  

10 Panitera Muda Hukum 10  

11 Panitera Muda Jinayah -  

12 Panitera Pengganti -  

13 Jurusita/Jurusita Pengganti 14  

14 Sekretaris 16  

15 Kasubbag Umum dan Keuangan -  

16 
Kasubbag Kepegawaian, 

Organisasi dan Tata Laksana 
20 

 

17 
Kasubbag Perencanaan, TI dan 

Pelaporan 
34 

 

18 CPNS/Cakim 14  

Menguraikan Sasaran Kinerja Pegawai yang dimiliki oleh 

Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong, banyaknya Sasaran 

Kinerja Pegawai bukanlah menggambarkan jumlah pegawai yang ada 

di Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong, karena Sasaran 

Kinerja Pegawai yang ada dilaksanakan rangkap oleh Pegawai yang 

ada sehingga beban kerja menumpuk kepada beberapa pegawai di 

satuan kerja tersebut, diharapkan ke depannya masing-masing 

pegawai tidaklah melaksanakan tugas yang rangkap. Demikian juga 

Jurusita/Jurusita Pengganti merangkap tugas di bidang 

kesekretariatan, sehingga pelaksanaan tugas pokok yang ada tidaklah 

optimal yang berakibat kurangnya pelayanan kepada masyarakat. 

Data jumlah SKP yang ada di Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga 

Redelong sebagai berikut : 
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N

o 
Satker 

Jumlah Sasaran Kinerja Pegawai 

Ketua Wakil Ketua Hakim  Panitera Sekretaris Panmud PP JS/JSP Kasubbag CPNS/Cakim Jumlah Ket 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Mahkamah Syar’iyah 

Simpang Tiga Redelong 

1 0 2 1 1 2 - 2 2 2 13 
 

Jumlah 1 0 2 1 1 2 - 2 2 2 13  
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